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Abstrak

Penelitian ini dilaksapakan di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima
Puluh Kota yang dimulai dari tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tangoal 10 Juli
2008. Tujuan penelitian ini adulah ontuk mengetahui jumlah peternak vanp
melakukan persedusan ternak kerbau di Kecamatan Kapur IX, untuk mengetahis
tala cara atan prosedur bagi hasil persedusan ternak  kerbau vang ada
dibandingkan dengan pasal 17 Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 serma
Kepmentan Momor 417/Kpts/OT. 210072001 tentang Bagi Hasil Ternak, untuk
mengetahui apakah prosedur atau tata cara perseduaan vang dilaksanakan oleh
peternak mendapatkan araban dari dings terkait, dan untuk mengetahui tingkat

engetahuan peternak dalam menerapkan aspek teknis beternak kerbauy,

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai, dan teknik
pengambilan  sampling  yang  dipakai  yaitu  gugus bertahap. Data wvang
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil dan
peternak dengan mengpunakan kuisioner sebagai alat bantu, sedangkan data
sekunder diambil dari Dinas Peternakan dan Kantor Camat setermpat,

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 72,88 % peternak vang
melakukan perseduaan. Prosedur bagi hasil ternak  atay perseduasn  vang
dilakukan peternak belum sesuai dengan pasal 17 Unidang-undang Nomor 6 tahun
1967 serta Kepmentan Nomor 417K pts/OT.210/7/2001, Minimnya arahan dan
penyvuluhan dard Dinas Peternakan dan Instans yang terkail dalam sosialisasi
mengenal persedusan. Sementara itu pengelahuan peternak dalam menerapkan
aspek teknis belernak kerbau vang masth rendah.
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. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan petemnakan mempunyai praspek vang baik di masa depan,
karena permintaan akan haban makanan yang berasal dari ternak akan terus
meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk. pendapatan dan kesadarun
masyarakal untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, Dalam upava
memenuhi kebutuhan gizi masvarakat khususnva protein hewani maka perlu
adanya peningkatan produksi peternakan, salah satu potensi vang baik untuk
dikembangkan untuk memenuhi kebuluhan masyarakat akan gizi adalah ternak
potang.

heerbau  mcerupakan salsh satn jenis  ternak potong  di Indonesia,
kegunaannya sangat banyak mulai dari sebagai alat transportasi. untuk mernbajak
sawah, sehagai sumber penghasil daging dan susu, sedangkan kulimya dijadikan
sebagai bahan baku membuat makanan dan pakaian,

Temnak kerbaw umumnya tersehar di daerah pedesaan vang dipelibara oleh
petani peternak sebagai usaha sambilan, di samping usaha tani atau pertanian
scbagai usaha pokok. DN Sumatera Barat termnak kerbau telah dipelihara sejak
beberapa abad yang lalu dan menjadi bagian dari budaya serta usaha tani
masyarakal selempat. Ternak kerbau memiliki funess penting dan menjadi simbol
kultur adat daerah Sumatera Bart vang merupakan wilayah kerajaan Minagkabau
di masa lalu.

Bagi petani ternak kerbau berfungsi sebagai tabunpan, dimana sewakiu-

wakiu dapat dijusl untuk memenuhi kebutuhan Kevangan, schagal tenaga



pembaniy mengolah tansh pertanian (penark bajuk), untuk transportasi (penarik
pedati), dan kolorannya dapat dijadikan sebagai pupuk kardang.

i Sumatera Barat seperti Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam,
Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Solok, susu kerbay diclah menjudi dadih.
yaitu susu yang difermentasi dengan menggunakan tabung bambu, Dadih ctikup
digemari sebagai makanan tradisional yang bergizi tinggi vang hanva dapa
ditemui di Sumatera Barat. Selain itu kulit kerbau bisa diolah menjadi hahan
makanan yaitu dibuat kerupuk kulit. Oleh karena it temak kerbau merpakan
salah satu faktor pendukung dalam mencapai pembangunan peternakan nasional,

Pembangunan peternakan adalab bagian dari pembangunan nasional, yang
bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani peternak, di samping untuk
memenubhi keperfuan kebutuban bahan makanan vang berasal dari ternak, Uintuk
meneapai tujuan lerscbut  pemerintah berupaya melakukan perbaikan  dan
peringkatan diantaranyy perbaikan hasil perkembangbiakan, perbaikan mutu
ternak, dan kesehatan femak. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, tenlang
Undang-Undang Pokok Peternakan dan Keschatan Hiswan b

lsaha tersebut tidak saja dilaksimakan oleh pemerintah scmata, telapi
pemerintah juga mengharapkan peran serta swasta dan masvarakat, sehingga
terlaksana swadaya masvarakat. Untuk meningkatkan hasi] perkembangbiakan
pemerintah mengusahakan agar rakyat sebanvak mungkin menyelenggarakan
usaha petemakan, antara lain pemerintah mengatur Bagi Hasil Temak dan
Persewaan Ternak (pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967, Undang-

Undang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan).
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V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Setelah dilakukan penelitian fentang Kajian Sistem Perseduaan Ternak
Kerbau di Kecamatan Kapur [X dapat diambil beberapa kesimpulan sehagai
benkut:
|. Pelernak kerbau yang melakukan persedusan di Kecamatan Kapur 1%

adalah sebanyak 72,88 %4,

I~

Dari hasil penelitian yang dilakukan. tidak ada peternak vang Sistem Bagi
Hasil Persedusan Ternak Kerbaunya mengacu pada Peraturan Pemerintah
dan Perundang-undangan vang berlaku vaite Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1967  Pasal 17  dan  atan  Kepmentan  Nomor
A1 TRptsOT 2100772001, Prosedur  persedusan dan bagi hasil yang
dilaksanakan hanya berdasarkan kescpakatan antara peternak dengan
permilik.

Belum adapya arshan dan penyuluhan dard instansi terkait dalam

L]
'

sosialisasi peraluran vang menvangkut bagi hasil persedusan kepada
petemak.
4, Pengetahuan dan cara beternak peternak kerbau masth bersifat tracisional,
B. Saran
Dengan melihat cukup besarnya jumlah peternak  vang  melakukan
persedunan fernak kerbau, maka diharapkan kepada pemerintah melals instansi
terkait untuk masa vang akan datang melakukan penyuluban mengenai peraturan
vang berlaku lentang sistem bagi hasil persedunsn kepada peternak. Selain il

pemeriniah hendaknya berupava menvediakan ternak kerbau untuk seduaan.
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